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Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan Pajak Penghasilan 
(PPh) merupakan formulir 
yang digunakan Wajib Pajak 
untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau 
pembayaran PPh, objek pajak 
PPh, bukan objek pajak PPh, 
harta dan kewajiban.
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Penger t ian



E-Form

e-Form merupakan saluran pelaporan SPT Tahunan semi online berupa
formulir elektronik. Dapat mengisi SPT secara offline dengan mengunduh
formulir di e-Form terlebih dahulu. Pengisian SPT dapat dilanjutkan sewaktu-
waktu dari proses sebelumnya
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Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun.
Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

KLASIFIKASI 
PENGHASILAN

Objek 
Pajak

Yang Dikecualikan dari 
Objek Pajak 

(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

Objek Pajak yang Bersifat Final
(Pasal 4 ayat (2) UU PPh)

Objek Pajak Dengan Ketentuan (Tarif) 
Umum 

(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

Definisi
Penghasilan
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Penghasilan yang
Merupakan Objek 

Pajak
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1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang 
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau 
kenikmatan, kecuali  ditentukan  lain dalam Undang-Undang ini;

2. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

a) Keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti saham
b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham
c) Keuntungan karena  likuidasi, penggabungan dan sejenisnya
d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibahan, bantuan dan sumbangan
e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan Hak

Pasal 4 ayat (1) UU HPP

P e n g h a s i l a n  y a n g
Merupakan Objek Pajak

www.pajak.go.id

1



5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 
pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena  jaminan pengembalian 
utang;

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis;

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan Hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10.Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11.Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 4 ayat (1) UU HPP

P e n g h a s i l a n  y a n g
Merupakan Objek Pajak
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12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 

WP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah;
18. Imbalan bunga sesuai UU KUP;
19. Surplus Bank Indonesia;

Pasal 4 ayat (1a) UU HPP

P e n g h a s i l a n  y a n g
Merupakan Objek Pajak
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Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah 
menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:



Penghasilan yang
Dikenai Pajak dan 

Bersifat Final
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PPh Final (dibayar sendiri atau dipotong pihak lain) tidak 
dapat dikreditkan.

Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, 
dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final 
tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh 
terutang pada akhir tahun  (dalam SPT Tahunan PPh).

Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak digabung 
dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup 
dilaporkan saja.

Penghasilan yang
Dikenai Pajak dan Bersifat Final

Sifat Penghasilan Final :
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2 Jenis-Jenis Penghasilan yang
Dikenai Pajak dan Bersifat Final

penghasilan berupa bunga deposito dan 
tabungan lainnya, bunga obligasi dan 
surat utang negara, bunga atau diskonto 
surat berharga jangka pendek yang 
diperdagangkan di pasar uang, dan 
bunga simpanan yang dibayarkan oleh 
koperasi kepada anggota koperasi orang 
pribadi;

penghasilan dari transaksi saham dan 
sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 
diperdagangkan di bursa, dan transaksi 
penjualan saham atau pengalihan 
penyertaan modal pada perusahaan 
pasangannya yang diterima oleh 
perusahaan modal ventura;

penghasilan berupa hadiah undian;

penghasilan dari transaksi pengalihan 
harta berupa tanah dan/atau bangunan, 
usaha jasa konstruksi, usaha real 
estate, dan persewaan tanah 
dan/atau bangunan; dan

penghasilan tertentu lainnya, termasuk 
penghasilan dari usaha yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak yang 
memiliki peredaran bruto tertentu.

Pasal 4 ayat (2) UU HPP



Penghasilan yang
Dikecualikan dari 

Objek Pajak
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3 Penghasilan yang
Dikecualikan dari Objek Pajak

1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh 
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan 
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan 
yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

2) Harta hibahan, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
b. warisan;
c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal;
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 

diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: ;

(Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai; 
2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; 
3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; 
4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu; 
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3 Penghasilan yang
Dikecualikan dari Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena
meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi
beasiswa;

f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan yang diatur dalam
pasal 4 ayat 3 huruf f;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 
maupun pegawai;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam 
bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Keuangan;

i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari 
koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas sahan-
saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang 
unit penyertaan kontrak investasi kolektifi;



www.pajak.go.id

3 Penghasilan yang
Dikecualikan dari Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU HPP)

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura;
k. Beasiswa;
l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan dengan syarat tertentu;

m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial kepada WP tertentu;

n. Dana setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH 
Khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji;

o. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan 
keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya.



Biaya-biaya yang boleh 
Dikurangkan dari Penghasilan 

Bruto
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Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara (3M) Penghasilan 
meliputi :

(Pasal 6 UU HPP)

a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha;

b) Biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal; 
c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan;
d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan  harta; 
e) Kerugian dari selisih kurs;     
f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan  di 

Indonesia;   
g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat 

tertentu;

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan 
dari Penghasilan Bruto
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4
Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara (3M) 
Penghasilan meliputi :

(Pasal 6 UU HPP)

i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan 
di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k) Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah;

l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah;

m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah;

n) Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk 
Natura dan/atau kenikmatan

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan 
dari Penghasilan Bruto
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PENGATURAN KEMBALI - FRINGE BENEFIT -

1. Pengaturan Sebelum UU HPP
a. Pada prinsipnya natura bukan biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi pegawai

penerima natura.
b. Natura yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi

penerima, sebatas:
1) penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai; dan
2) natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

c. Natura yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh Final merupakan objek pajak
bagi penerima.

2. UU HPP 
a. Pada prinsipnya natura dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M (mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi 
pegawai

b. Natura dan/atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima:
1) penyediaan makan/minum seluruh pegawai;
2) natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu;
3) natura dan/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan;
4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN/APBD; dan
5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis & batasan nilai tertentu

c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP.
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Biaya-biaya yang tidak boleh 
Dikurangkan dari Penghasilan 

Bruto
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5
(Pasal 9 UU HPP)

Biaya-biaya yang tidak boleh 
dikurangkan dari Penghasilan Bruto

a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;
b) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau 

anggota;
c) Pembentukan dan pemupukan dana cadangan kecuali yang diatur dalam PP 55 Tahun 

2022;
d) Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi  bea siswa, yang 

dibayar oleh WP OP;
e) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa;
f) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan Kecuali pasal 6 ayat (1) 

huruf I sampai dengan huruf m ;
g) Pajak Penghasilan; 
h) Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang 

menjadi tanggungan; Gaji  yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

i) Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan



Penyusutan Dan 
Amortisasi Fiskal
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Penyusutan atas pengeluaran:
 untuk pembelian, pendirian, penambahan,

perbaikan, atau perubahan harta berwujud,
 kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna

bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai,
 yang dimiliki dan digunakan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun.

(Pasal 11 ayat (1) UU HPP )
P e n y u s u t a n
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P e n y u s u t a n
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Dilakukan :
1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat

yang telah ditentukan bagi harta tersebut (metode Garis Lurus)
 ayat (1)

2. dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang
dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa
buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan
sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas (metode
Saldo Menurun) ayat (2)

Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai 
masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan 
masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa 
manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

(7)

Pasal 11 ayat (6a) UU HPP



Daftar Kelompok Harta 
Penyusutan
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Kelompok Harta
Berwujud

Masa
Manfaat

Garis Lurus Saldo Menurun

I. Bukan bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2 
Kelompok 3
Kelompok 4

4 tahun
8 tahun 

16 tahun
20 tahun

25%
12,5%
6,25%

5%

50%
25%

12,5%
10%

II. Bangunan
Permanen
Tidak Permanen

20 tahun
10 tahun

5%
10%

Daftar Kelompok Harta (PMK no. 96/PMK.03/2009)



Amortisasi atas pengeluaran :
 untuk memperoleh harta tak berwujud (hak 

cipta, hak paten, dan lainnya) dan pengeluaran
lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna
bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan
muhibah (goodwill)

 yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun

 yang dipergunakan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan

(Pasal 11A UU HPP )
A m o r t i s a s i
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Dilakukan :
• Dalam bagian-bagian yang sama besar (Garis Lurus)
• Dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat,

yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas
pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada
akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat
dilakukan secara taat asas. (Saldo Menurun)

(Pasal 11A UU HPP )
A m o r t i s a s i
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Dalam hal harta tak berwujud sebagaimana yang mempunyai masa manfaat 
melebihi 20 (dua puluh) tahun, pembiayaan amortisasi dilakukan sesuai dengan 
masa manfaat untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa 
manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
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Kelompok Harta
Tak Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Amortisasi 

Garis
Lurus

Saldo
Menurun

Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3
Kelompok 4

4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun

25%
12,5%
6,25% 

5%

50%
25%

12,5%
10%

Daftar Kelompok Harta 
A m o r t i s a s i

Daftar Kelompok Harta Tidak Berwujud (PMK no. 248/PMK.03/2008)



Rekonsiliasi Fiskal atau 
Koreksi Fiskal
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Rekonsiliasi Fiskal7
Definisi
Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah proses pencatatan, 
penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya 
perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun 
biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan yang 
berlaku

Rekonsiliasi Fiskal karena 
perbedaan antara laba yang 
dikenakan pajak dengan laba 
akuntansi yang belum terkena 

pajak
Cth : Penghasilan Final, PPh

Rekonsiliasi Beda 
Tetap1

Rekonsilasi Fiskal karena 
perbedaan waktu pengakuan 

baik penghasilan maupun 
biaya antara sistem akuntansi 

dan sistem perpajakan
Cth : Perbedaan Metode 

Penyusutan

Rekonsiliasi Beda 
Waktu2
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7 Koreksi Fiskal Positif dan 
Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Positif
Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk menambah laba komersial 
atau laba Penghasilan Kena Pajak yaitu dengan menambahkan pendapatan 
dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui 
secara fiskal
Cth : Koreksi atas biaya berupa Pajak Penghasilan

Koreksi Fiskal Negatif
Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk mengurangi laba komersial 
atau laba Penghasilan Kena Pajak yang disebabkan pendapatan komersial 
yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang 
lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal
Cth : Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal



PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN
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Seluruh Wajib Pajak Badan WAJIB PEMBUKUAN

Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan ketentuan:
a. memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha

yang sebenarnya;
b. menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun

dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
Keuangan (PER-24/PJ/2020);

Kewajiban Pembukuan

Pasal 28 UU KUP

Penghitungan
Penghasilan



c. prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas;
d. perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus 

mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
e. sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, 

penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat 
dihitung besarnya pajak yang terutang;

f. pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain 
Rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Note:
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain 
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program 
aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia.

Penghitungan
Penghasilan



Omzet sampai 
dengan 4,8 M

Koperasi dengan Omzet
tahun sebelumnya
hingga 4,8 Miliar
dikenakan tarif 0,5% dari
omzet (PP 23 Tahun
2018)

Omzet 
diatas 4,8 M

Untuk koperasi dengan
omzet tahun sebelumnya
diatas 4,8 Miliar,
menggunakan angsuran
PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 atau 
PP 23 Tahun 2018
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Pengaturan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu

 Wajib Orang Pribadi atau
 Wajib Pajak Badan Usaha berbentuk Koperasi, Perseketuan Komanditer, 

Firma, perseroan terbatas atau Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha 
Milik Desa Bersama
yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak 
melebihi Rp4,8 M dalam 1 Tahun Pajak

Dengan jangka waktu tertentu pengenaan PPh final paling lama:
• 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
• 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, badan 

usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang 
didirikan oleh 1 (satu) orang; dan

• 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk PT.

PP 23/2018 jo PP 55/2022



Bagaimana
Menghitung Pajak Badan Non Final ?

• JUMLAH  SELURUH PENGHASILAN BRUTO

• BIAYA

• JUMLAH  PENGHASILAN NETO KOMERSIAL 

• KOREKSI FISKAL 

POSITIF

NEGATIF

• PENGHASILAN NETO FISKAL

• KOMPENSASI KERUGIAN

• PENGHASILAN KENA PAJAK

• PPh TERUTANG

• KREDIT PAJAK

• DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA

• TELAH DIBAYAR SENDIRI

• JUMLAH KREDIT PAJAK

• KURANG/LEBIH BAYAR

Rp3.000.000.000,
-Rp1.800.000.000,
-

Rp1.200.000.000,
-

Rp300.000.000,-

( Rp200.000.000,- )

Rp1.300.000.000,
-( Rp500.000.000,- )

Rp800.000.000,-

Rp88.000.000,-

Rp0,-
Rp6.000.000,

-

Rp18.000.000,-
Rp70.000.000,

-

(-)

(+)

(-)

(+)
(-)

Rp12.000.000,-



22% FASILITAS PERPAJAKAN PASAL 31  E

Tarif PPh Badan Go Public dengan 
persyaratan tertentu mendapatkan 
tarif 3% lebih rendah dari tarif 
normal:

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran 
bruto sampai dengan 50 Milyar mendapat fasilitas 
berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari Tarif 
Normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak 
dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 Milyar

19%
Penurunan tarif s.d.

Tarif PPh Badan



Penghitungan Pajak

Omzet

Sesuai Omzet Badan usaha

s.d. 4,8 Milyar / 
tahun

diatas 4,8 Milyar 
/ tahun

Seluruh Penghasilan kena Pajak X tarif 11% *)

 Sebagian Penghasilan kena Pajak 
X tarif 11%

 Sebagian Penghasilan kena Pajak 
X tarif 22%

Seluruh Penghasilan kena Pajak X 
tarif 22%

Omzet diatas 4,8 
M s.d. 50M

Omzet diatas s.d. 
50M

PP 23/2018 jo pp 55/2022

Fasilitas Pasal 31e UU HPP

www.pajak.go.id

Penghitungan PPh Final 0,5%

Fasilitas Pasal 31e UU HPP

*) Penghitungan untuk Badan dengan 
omzet s.d. 4,8 M tetapi sudah tidak dapat 
menggunakan PP23/2018 jo PP 55/2022



Contoh
Penghitungan Pajak

www.pajak.go.id

Total Penghasilan (Omzet)  = Rp. 30.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)  = Rp.    5.000.000.000

Uraian Omzet PKP Tarif PPh
Total 30 M 5.000.000.000

Fasilitas s.d. 4,8 M 800.000.000 11% 88.000.000

Tarif biasa 4,8 M s.d 30 M 4.200.000.000 22% 924.000.000

Jumlah PPh Terutang 1.012.000.000

( 4,8 M / Omzet ) X PKP



 Pemotongan dan/atau pemungutan PPh:
 PPh Pasal 22 (Pemungutan PPh atas impor atau transaksi

tertentu lainnya)
 PPh Pasal 23 (Pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta

selain tanah dan/atau bangunan)
 Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (angsuran PPh Pasal 25)
 PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24)

Kredit Pajak

www.pajak.go.id

Pembayaran Pajak diawal sebagai 
pengurang pajak terutang



Dokumen yang wajib diunggah 
saat pelaporan SPT Tahunan

www.pajak.go.id

 SPT 1771;
 Laporan Keuangan;
 Penghitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran (Khusus UKM PP23/2028 jo PP 55/2022;
 Laporan Debt to Equity Ratio (DER) & Utang Swasta Luar Negeri (Khusus Wp yang membebankan 

utang;
 Ikhtisar Dokumen Induk & Dokumen Lokal (Khusus Wajib Pajak dengan transaksi hubungan 

istimewa)
 Laporan Penyampaian CBCR (Country By Country Report);
 Dafnom biaya entertainment (jika ada);
 Dafnom biaya promosi (jika ada);
 Khusus Wajib Pajak migas : Laporan Tahunan Penerimaan Negar dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau 

gas Bumi
 Khusus Bentuk Usaha Tetap (BUT) : SSP PPh pasla 26 (4), Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal, 

Laporan Keuangan Konsolidasi/kombinasi



www.pajak.go.id

TATA CARA PENGISIAN 
SPT TAHUNAN 1771

Wajib Pajak Peredaran Bruto melebihi 4,8 
Milyar/tahun per tahun



www.pajak.go.id

Contoh Penghitungan 

 PT. Dian Sejahtera (NPWP : 01.001.002.3-004.000) berdiri dan memiliki NPWP sejak tahun 

2018 dan bergerak dibidang Penjualan Mesin, dan dalam kegiatan usahanya, PT Dian 

Sejahtera mmelakukan impor mesin dari negara Jepang dan Cina

 PT Dian Sejahtera memilki modal usaha sebesar Rp.5.000.000.00,00 

 Peredaran usaha PT Dian Sejahtera pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya melebihi 

4,8 Milyar/ tahun

 PT Dian Sejahtera menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung pajak terutangnya 

 dan terdapat kredit pajak berupa PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp.53.638.000,00 dan 

angsuran PPh Pasal 25  sebesar Rp.60.000.000,00

 Direktur PT Dian Sejahtera adalah Dian Sentosa (NPWP : 12.345.678.9-012.000) 



www.pajak.go.id

Laporan Keuangan 

Neraca Tahun 2023

Laporan Laba/Rugi Tahun 2023



www.pajak.go.id

Laporan Keuangan

Penyusutan Tahun 2023



www.pajak.go.id

Kredit Pajak

Bukti Pungut PPh Pasal 22 impor Tahun 2023



www.pajak.go.id

Pers iapan SPT

Klik logo Adobe 
Acrobat reader DC 
untuk mendownload

Pilih Menu unduh 
Adobe PDF Reader, 
untuk mendownload 
Adobe PDF Reader e-
form



www.pajak.go.id

Pers iapan SPT

Pilih Jenis Operating System, sesuai 
dengan device yang di gunakan

Pilih Jenis Bahas yang digunakan

Pilih versi adobe reader

Untuk formulir e-form, gunakan 
adobe reader 32 Bit



www.pajak.go.id

Pers iapan SPT

Pastikan software acrobat 
reader terdownload sempurna 

Buka hasil download, untuk 
melanjutkan install software 
acrobat reader



www.pajak.go.id

Pers iapan SPT

Pastikan semua proses install adobe 
acrobat reader sudah selesai

Klik finish untuk menyelesaikan 
proses install adobe acrobat reader



Login

www.pajak.go.id

Login akun www.pajak.go.id

Tuliskan Nomor NPWP Badan Usaha

Tuliskan Password DJP Online

Tuliskan Kode Keamanan

Klik Tombol Login

123456789000000

**********

wwce3



Menu Pe laporan

www.pajak.go.id

Klik Menu Lapor pada 
halaman selanjutnya

Identitas Wajib Pajak Badan 
Usaha



www.pajak.go.id

Menu e-Form

Pilih Menu e-Form

Pilih Pelaporan



www.pajak.go.id

Menu e-Form

Arsip SPT Masa 
dan SPT 
Tahunan

Menu buat SPT

Menu arsip



www.pajak.go.id

Buat SPT

Pilih tahun pajak

Pilih jenis pajak dan mata uang

Status SPT 
(Normal/Pembetulan)

Status Pembetulan

Media Pengiriman Token



www.pajak.go.id

Buat SPT

Menu permintaan download 
formulir e-form

Link untuk impor CSV



www.pajak.go.id

Buat SPT

Tunggu sampai muncul notifikasi 
“sukses” untuk mengunduh 
formulir e-Form



www.pajak.go.id

Buat SPT

Buka direktori 
penyimpanan e-
form, klik kanan

Pilih, open with 
adobe acrobat



www.pajak.go.id

Pengisian SPT

Identitas Wajib Pajak terisi 
otomatis

Induk SPT 1771 e-Form



Pengisian SPT
Lampiran Khusus 1 A

Diisi dengan 
penyusutan komersial

www.pajak.go.id



www.pajak.go.id

Pengisian SPT

Lampiran 1771-VI diisi dengan : 
Daftar penyertaan modal pada 
perusahaan afiliasi

Lampiran 1771-VI



www.pajak.go.id

Pengisian SPT

Lampiran 1771-V Bagian A diisi dengan 
: Daftar pemegang saham, Identitas 
pemegang saham dan jumlah modal 
disetor sesuai dengan akta pendirian / 
akta perubahan terakhir 

Lampiran 1771-V

Jumlah modal disetor dan jumlah 
prosentase modal yang sudah disetor



www.pajak.go.id

Pengisian SPT

Lampiran 1771-V Bagian B 
diisi dengan : Daftar susunan 
pengurus sesuai dengan akta 
pendirian / akta perubahan 
terakhir 

Lampiran 1771-V



www.pajak.go.id

Pengisian SPT

Lampiran 1771-IV Bagian A 
diisi dengan : PPh Final

Lampiran 1771-IV

Contoh Pengisian PPh final 
atas bunga deposito



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Lampiran 1771-IV

Lampiran 1771-IV bagian B 
diisi dengan : Penghasilan 
yang tidak termasuk objek 
pajak



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Lampiran 1771-III

Pengisian lampiran 1771-III diisi 
bukti potong/bukti pungut 
yang menjadi kredit pajak pada 
tahun pajak

Menu untuk menambah bukti 
potong/bukti pungut yang 
menjadi kredit pajak

Sesuai dengan bukti 
pungut PPh Pasal 22 
impor



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Lampiran 1771-II

Pengisian lampiran 1771-II mengacu 
pada laporan laba rugi 



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Lampiran 1771-I

Lampiran 1771-I diisi dengan 
Penghitungan Penghasilan Neto 
Fiskal)



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Lampiran 1771-I

Lampiran 1771-I bagian penyesuaian 
fiskal, diisi dengan koreksi fiskal sesuai 
dengan laporan keuangan badan usaha



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Induk SPT

Identitas Wajib Pajak terisi 
otomatis

Status audit / tidak diaudit



www.pajak.go.id

Pengisian SPT Induk SPT

Tarif PPh dan fasilitas Pasal 31e akan terisi 
secara otomatis

PPh terutang tahun 2023

Kredit pajak dalam negeri  Lampiran III 

Kredit pajak PPh Pasal 25 Tahun 2023

PPh Pasal 29 Tahun 2023

Tanggal pelunasan



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Induk SPT lanjutan 

Induk Lanjutan 1771 diisi 
cara penghitungan angsuran 
PPh Pasal 25  dan PPh final 
yang sudah dibayar pada 
tahun pajak SPT

Sesuai penghasilan neto fiskal 
pada induk SPT (nomor 1 kolom A)

Sesuai jumlah PPh terutang pada 
induk SPT (nomor 6 kolom B)

Sesuai jumlah pada induk SPT 
(nomor 7C kolom C)

Jumlah angsuran PPh pasal 25 
tahun berjalan



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Induk SPT lanjutan

Lampiran pada Induk SPT diisi dengan cara 
mencentang lampira-lampiran pada SPT 
tahunan 
(cth : laporan keuangan, transkrip kutipan 
elemen laporan keuangan dll)

Tanggal dan tempat pelaporan SPT Tahunan



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

Lampiran I :
Diisi sesuai dengan neraca pada laporan 
keuangan badan usaha 



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

Lampiran II Lamp. 8A-2 :
Diisi sesuai dengan Laporan 
laba/rugi pada laporan 
keuangan badan usaha 



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

Lampiran pihak-pihak 
yang mempunyai 
hubungan istimewa :
Diisi dengan nama 
pihka-pihak yang 
memiliki hubungan 
istimewa dengan wajib 
pajak



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Menu Submit

Lampiran menu 
submit :
Diisi dengan 
mengunggah laporan 
keuangan, rekapitulasi 
peredaran bruto dan 
lampiran lain (format 
pdf)



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Menu Submit Lampiran menu submit :

Diisi dengan mengunggah laporan 
keuangan, rekapitulasi peredaran bruto 
dan lampiran lain (format pdf)



www.pajak.go.id

Pengisian SPT
Bukti Penerimaan Elektronik

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dapat 
diunduh di email terdaftar di akun DJP 
Online



edukasi.pajak.go.id

Edukasi perpajakan di

pengaduan.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

www.pajak.go.id/unit-kerja

Hubungi unit kerja DJP di



002/PJ.0911/SLD/R.1/2021
www.pajak.go.id
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